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URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi
kependudukan yang lebih dekat, cepat, dan mudah diakses oleh
masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, diperlukan
penugasan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan
sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas
tugas pembantuan

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan
kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk
menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan
diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;

bahwa untuk optimalisasi penyusunan rancangan Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk
Tim Penyusun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penugasan Kepada Desa Untuk Menyelenggarakan
Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan;

. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6354);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan Kabupaten
Kepulauan Mentawai (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3);

12.Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Kepulauan Mentawai;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penugasan
Kepada Desa Untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan
Administrasi Kependudukan dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan literatur dan dokumen pendukung yang
berkaitan dengan rancangan Peraturan Bupati;

b. melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan
Bupati,

c. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi dengan
instansi terkait dalam rangka penyusunan dan pembahasan
rancangan Peraturan Bupati;

d. melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati
kepada Sekretaris Daerah; dan

e. melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal (o APril 2026

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

/RI<AR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 100.3.3.2 - {64 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA
DESA UNTUK MENYELENGGARAKAN

SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
SUSUNAN TIM
NO. JABATAN g e
1. | Bupati Kepulauan Mentawai Pembina
2. | Sekretaris Daerah Pengarah
3. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketua
4. | Kepala Bagian Hukum Sekretaris
5. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Anggota
6. | Kepala DPMDP2KB Anggota
7. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Anggota
8. | Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anggota
9. | Kepala Bidang PIAK Anggota
10. | Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Anggota
11. | Kepala Bidang Pencatatan Sipil Anggota
12. | Siswa Kurniawati Gulo, S.H./Analis Hukum Ahli Muda Anggota
13. | Hendri, S.H./Analis Hukum Ahli Muda Anggota
14. | Al Fauzi, S.H./Penelaah Teknis Kebijakan Anggota

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARD




